
l. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang·Undang Nomor 27 Tabun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembcntukan Oaerah Tingkat 11 di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1820); 

a. bahwa pembangunan di bidang ketenagakerjaan 
diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan 
kcpada tenaga kcrja dengan tidak mengesampingkan 
keberadaan pcrkembangan dunia usaha di daerah; 

b. babwa dalam rangka roemenubi bak dan perlindungan 
yang mendasar bagj tenaga kerja guna mewujudkan 
kondisi yang kondusif bagi dunia usaha, maka perlu 
diatur mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan di 
Kabupatcn Sambas; 

c. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di bidang 
kctenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan 
otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Pemerintah Kabupaten Sambas berwenang mengatur 
d.an mengurus scndiri Urusan Pcmerintahan mcnurut 
Asas Otonomi dan Tu.gas Pembantuan dan diberikan 
otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan rnasyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 
serta masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a. huruf b dan huruf c, perlu 
membcntuk Peraturan Daerah tentang Penyelcnggaraan 
Ketenagakerjaan; 

BUPA11 SAMBAS, 

TENTANG 
PENYELENGGARAAN KETENAOAKERJAAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS 
PROVINS! KAUMANTAN BARA1' 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS 
NOMOR 2 TAHUN 2016 

- 
• 

Mengingat 

Menimbang 



3. Undang-Undang Nomor l Tahun 1970 tentang 
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1970 Nomor I, Tarobahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahuo 1981 tentang Wajib 
Lapor Ketcnagakerjaan di Perusahaan (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3201); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahuo 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahuo 2000 tcntang Scrikat 
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuo 2000 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlinduogan Anal< (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5606); 

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang 
Pengesahan 11.0 Convention No. 81 Concerning Labour 
Inspection in Industry and Commerce (Konvensi !LO 81 
mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam lndustri 
dan Perdagangan) [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4039); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4356); 

1 I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4445); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahuo 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 

13. Undang-Undang Nomor 12 r:ahuo 201 I tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik 



Indonesia Nomor 5234); 
14. Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2011 tentang Sadan 

Jaminan Sosial (t..embaran Negara Repubtik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan t..embaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5256); 

15. Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(t..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

16. Peraturan Pemcrintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5145); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tabun 1993 tentang 
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1993 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali Lerakhir dcngan Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2012 tcntang Perubahan Kedelapan 
Atas Peraruran Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2012 Nomor 106, Tambahan Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5312); 

18. Peraturan Pemerintab Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja 
Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tabun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana Lelah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
2008 tcntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tabun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan 
Organisasi Lembaga Kerjasama TripartiL (Lerobaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 89, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4862); 

19. Peraturan Pemerintab Nomor 31 Tabun 2006 tentang 
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637); 

20. Peraruran Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Memperoleh lnformasi Ketenagakerjaan dan 
Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga 



Pasal l 
Dalarn Peraturan Daerab ini yang dimaksud denga.n : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2. Pemerintah Daerab adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerab yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintaban yang menjadi kewenangan daerab. 

3. Bupati adalab Bupati Sambas. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerab yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerab di lingkungan Pemerintah Daerah. 
5. Perusahaan adalah: 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan bukum atau tidak, milik orang 
perseorangan, milik perselrutuan atau milik badan hukum, baik milik 
swasta maupun milik ncgara yang mempekerjakan pekerja dengan 
membayar upab atau imbalan dalam bentuk lain; dan 

b. usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mcmpunyai pengurus dan 
mempekerjakan orang lain dengan mcmbayar upab atau imbalan 
dalam bentuk lain. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

dan 
BUPATI SAMBAS 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAfl TENTANG PENYELENGGARAAN 
KETENAGAKERJMN. 

Menetapkan 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4701); 

21. Peraturan Pcmerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang 
Pcnerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan 
Kesebatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 100, Tambaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5309); 

22. Peraturan Pcmerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 
Pcrlindungan Tenaga Kerja Indonesia di war Negeri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5388); 

23. Peraturan Presiden Nomor 21 Tabun 2010 tentang 
Pengawasan Ketenagakerjaan; 

24. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tabun 20 l O 
tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di 
Daerab (Beriia Negara Republik Indonesia Tabun 20 IO 
Nomor456); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerab (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2036); 



BAB 11 
ASAS, TWUAN, DAN RUANO UNOKUP 

Passi 2 
Penyelenggaraan ketenagakerjaan berasaskan: 
a. keterbukaan; 
b. kekeluargaan; 
c. keadilan; 
d. terpadu; 
e. persamaan tanpa diskriminasi; dan 
t. kepastian hukum. 

6. Pengusaha adalah: 
a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang 

menjalankan sesuaru perusahaan milik scndiri; 
b. orang perseorangan, persekuruan atau badan bukum yang secara 

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan 
c. orang perscorangan, persckutuan atau badan bukum yang berada di 

Indonesia mewakili pcrusahaan sebagaimana dimaksud pada buruf a 
dan huruf b yang berkcdudukan diluar wilayab Indonesia. 

7. Ketenagakerjaan adalab segaJa hat yang berhubungan dengan tenaga 
kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudab masa kerja. 

8. Tenaga Kerja adalab setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan 
guna menghasilkan barang dan/atau jasa bailt untuk memenuhi 
kebutuban sendiri maupun untuk masyarakat. 

9. Tenaga Kerja Indonesia yang setanjutnya disingkat TKJ adalah setiap 
Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan 
kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 

10. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara 
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

11. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA 
adalah izin yang diberikan oleh Menteri yang bertanggungjawab di 
bidang ketenagakerjaan atau pcjabat yang ditunjuk kepada pemberi 
kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

12. Pekerja adalab setiap orang yang bekerja dengan menerima upah a tau 
imbalan dalam bentuk lain. 

13. Pengawasan Ketenagakerjaan adalab kegiatan mengawasi dan 
menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan. 

14. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat 
LPTKS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang memperoleh izin 
tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tcnaga kerja. 

15. Teknologi Tepat Cuna yang selanjutnya disingkat TTO adalab teknologi 
yang telab dikembangkan secara tradisional, sederhana dan proses 
peogenalannya baoyak ditenrukan oleh keadaan linglrungan dan mata 
pencaharian pokok masyarakat tertentu. 

16. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bursa kerja 
di saruan pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lembaga 
pelatihan yang melalrukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja, 
pendaftaran pencari kerja, memberi penyuluhan dan bimbingan jabatan 
serta pengaturan dan penempatan pencari kerja. 

17. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya 
disingkat PPTKJS adalah lembaga swasta berbadan hukum yang 
rnemperoleh izin tertulis dari Meoteri yang membidangi tenaga kerja 
untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar Negari. 



BABIV 
PERENCANMN DAN STSTEM !NFORMASI TERPAOU 

KETENAGAKERJAAN 

PasaJ 7 
(1) Dalam rang)ca pembangunan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah 

menyusun dan menetapkan Rencana Tenaga Kcrja Daerah. 
(2) Rcncana Tenaga Kcrja Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 

dibasilkan melalui Perencanaan Tenaga Kcrja. 
(3) Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagaima.na dimaksud pada ayat (2) 

paling sedikit mernuat: 
a persediaan tenaga kerja; 
b. kebutuhan tenaga kerja; 
c. neraca tenaga kerja; dan 
d. arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan. 

Tenaga kerja berkewajiban: 
a. menjalankan pckerjaao sesuai dengan kewajibannya; dan 
b. bekerja keras sesuai dengan bidang dan kemampuannya. 

Pasal 6 

Tenaga kerja berhak: 
a. penghormatan atas martabatnya; 
b. perlindungan hukum; 
c. tidak diskriminasi; dan 
d. mendapalkan peningkatan keterampilan dan keahlian. 

Pasal 5 

BABW 
HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KERJA 

Pasal 4 
Ruang lingl,..-up penyelenggaraan ketcnagakerjaan meliputi: 
a. hak dan kewajiban tenaga kerja; 
b. perencanaan dan sistem informasi terpa.du ketcnagakerjaan; 
c. pelatihan dan peningkatan produktifit.as tenaga kerja; 
d. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; 
e. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; 
f. perlindungan tcnaga kerja; 
g. pekerja rumah tangga; dan 
h. pengawasan ketenagakerjaan. 

Pasal 3 
Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan: 
a. melaksanakan perencanaan tenaga kcrja secara sistematis, terpadu dan 

berkesinambungan; 
b. mewujudkan tenaga kerja yang produktif dan memiliki kompetensi kerja 

agar mampu berkompetisi dalam bursa tenaga kerja; 
c. menetapkan kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja baik 

di dalam maupun di luar ncgcri secara terpadu; 
d. mewujudkan hubungan kerja yang harmonis dalam dunia usaha di 

Dae rah; 
e. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 

kesejahteraan tenaga kerja; dan 
f. mcmberikan jaminan kcpastian bukum pelaksanaan peraturan 

penmdang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 



Bagian Kedua 
Lembaga Pelatihan 

Pasal 10 
(1) Lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD 

yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan. 
(2) Lembaga pelatihao kerja Pemerintah Oaerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (I) melaksaoakan berbagai macam Jatihan kerja bag) 
masyarakat dengan oerdasarkan Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 

PasaJ 9 
(1) Setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan untuk mengikuti pelatihan 

kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. 
(2) Untuk dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) peserta wajib memenuhi pcrsyaratan sesuai deogan jenis dan tiogkat 
program yang akan diikuti. 

(3) Peserta pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang 
memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental tertentu dapat diberikan 
pelayanan khusus sesuai dengan derajat kecacataonya. 

(4) Peserta pelatihan kerja yang telah menyelesailcao program pelatihan dan 
dinyatakan lulus berhak meodapatkan sertifikat pelatihan. 

Bagian Kesatu 
Peserta Pelatihan 

BABV 
PELATIHAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS 

TENAGA KERJA 

Pasal 8 
(1) Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan di Daerah. 
(2) lnformasi ketenagakerjaan sebagaimaoa dimaksud pada ayat (IJ terdiri 

atas: 
a. informasi ketenagakcrjaan wnum; 
b. informasi pclatihan dan produktivitas tenaga kerja; 
c. informasi penempatan tenaga kerja; 
d. informasi pengembangan perluasao kcsempatan kerja; dao 
e. ioformasi bubungan industrial dao pcrlindungan tenaga kerja. 

(3) Tata cara perolehan informasi ketenagakerjaan dan penyusunao serta 
pelaksanaan Percocanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (11 berdasarkan ketcntuan peraruran perundang-undangan di 
bidang keteoagakerjaan. 

(4) Perencanaan Tenaga Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diselenggarakan oleh Pcmerintah Daerah dengan melibatkan instansi 
vertikal dan lembaga terkait, 

(SJ Rencana Tenaga Kerja Daerah sebagaimaoa dimaksud pada ayat (lJ 
meliputi: 
a. rencana jangka menengah disusun untUl< jangka waktu 5 (lima) 

tahun; dan 
b. rencanajangka pendek disusun untukjangl<a waktu I [satu] tahun. 



Pasal 13 
[1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan sementara 

pelaksanaan program pelatihan kerja apabila: 
a. menggunakan instruktur yang tidal< berscrtifikat sesuai dengan 

program; 
b. Lembaga Pelatiban Swasta yang tidak memiliki izin penyelenggaraan 

pelatihan; 
c. menggunakan tenaga pelatihan yang tidak memiliki kualifikasi 

kompetensi sesuai dengan program; 
d. melaksanakan pelatihan tidak sesuai dengan program; 
e, substansi materi pelatihan kerja tidak seimbang antara teori dan 

praktek; 
f. jangka waktu pclatihan kurang dari 120 jam pelajaran per program 

pelatihan; atau 
g. menggunakan sarana dan prasarana pelatihan kerja tidak sesuai 

dengan program. 
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pclatihan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan 
disertai alasan dan saran perbaikan. 

(3) Dalam ha! batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saran 
perbaikan tidak dipenuhi dan dilengkapi, maka dikenakan sanksi 
penghentian program pelatiban. 

Pasal 12 
(1) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang menyelenggarakan pelatihan kerja 

wajib mendaftarkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 
(2) Lembaga Pelatihan Kerja Pcmerintah Daerah dan Swasta didirikan dan 

disclenggarakan di Daerah. 
(3) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan program pelatihan yang 
diselenggarakan dalam satu tahun kepada SKPD yang rugas dan 
tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan. 

(4) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta yang tclah 
menyelenggarakan pelatihan wajib memberikan sertifikat kepada peserta 
pelatihan yang dinyatakan lulus sesuai dcngan program yang diikuti. 

(5) Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta dilarang 
memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui mekanisme pelatihan 
kerja. 

(6) Setiap SKPD yang melaksanakan pelatiban kerja wajib dilaksanakan di 
Lembaga Pelatihan Pcmerintah Daerah dan/atau swasta yang terdaftar. 

Pasal 11 
( 1) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dilaksanakan oleh perorangan atau 

badan hukum diluar Pcmerintah Daerah. 
(2) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dari Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(3) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang sudah mendapatkan izin dapat 
menambah dan/atau mengurangi program. 

(4) Penambahan dan pengurangan program sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) wajib memiliki izin penambahan dan/ atau pengurangan program 
dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(5) Ketentuan lebib lanjut mengcnai prosedur pemberian izin Lembaga 
Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah dan Swasta diarur dengan Peraruran 
Bupati. 



Pasal 17 
(1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidaog ketenagakerjaan 

melaksanakan pcngumpulan informasi pasar kcrja untuk disebarluaskan 
ke masyarakat, 

(2) Infonnasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diolah dan 
dianalisa serta discbarluaskan mclalui: 
a. lembar bursa tenaga kerja yang dipasang pada papan bursa kerja atau 

papan pengumuman lainnya pada SKPD yang tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan; 

b. pasar bursa kerja (job fair); 
c. media cetak/ elektronik; dan/ atau 
d. parneran kesempatao kerja. 

Bagian KC$8tu 
lnformasl Pasar Kcrja 

BAB VJ 
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN 

KESEMPATAN KERJA 

Pasal 16 
(1) Pendanaan sistem pelatihan kerja, baik menyangkut pembinaan maupun 

peoyelenggaraanya dilaksanakao berdasarkan prinsip efektif, efisien, 
akuntabel, traosparan, dan berkelanjutan .. 

(2) Pendanaan sistem pelatihan kerja sebagairoana dimaksud pada ayat (1) 
bersumber dari anggaran Anggaran Peodapatan dan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belaoja dan/ atau sumber lain yang sah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Peningkatan Produktifitas Kerja 

Pasal 15 
(3) Setiap pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk 

meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas dan bidangnya. 
(4) Setiap Perusahaan wajib melaksanakan pelatihan kepada pekerja atau 

buruh, apabila jumlah pekerja yang dipekerjakan lebih dari 100 (seratus) 
orang. 

(5) Pelaksanaan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) wajib dilaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, 

Bagian Keempat 
Pendanaan Pelatihan Kerja 

Pasal 14 
(1) Pe.latihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. 
(2) Pelatihan kerja sebagairoana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

(4) Lembaga Pclatiban Kerja Pemerintab Dacrah clan Swasta yang tidak 
mentaati clan tetap melaksanakan program pclatiban kerja yang telah 
dilientikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi 
berupa pencabutan izin. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pcmberhentian sementara 
hingga pencabutan izin diatur dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 20 
(1) LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, hanya 

dapat memungut biaya pcncmpatan dari pengguna dan dari tenaga kerja 
untuk golongan dan jabatan tertenru, 

(2) Golongan dan jabatan tertenw sebagaimana dimaksud pada ayat {l) 
meliputi: 
a golongan pimpinan dengan jabatan manajer atau yang sederajat; 
b. golongan supcrvisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat; 
c. golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat; 
d. golongan profcsionaJ dengan syarat pendidikan strata satu (SI) 

ditambah pendidikan profesi; dan 
e. golongan pekerja atau penata laksana rumah tanggal, 

(3) Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
menerima upah paling sedikit 3 (tiga) kali upah minimum. 

(4) Besarnya biaya penempatan tenaga kerja yang dipungut dari perusahaan 
ciitctapkan sesuai dengan kesepakatan antara pcrusahaan dengan 
LPTKS. 

PasaJ 19 
LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, wajib 
memiliki izin sesuai kctcntuan peraturan perundang-undangan. 

PasaJ 18 
(1) Pcrusahaan yang akan mcmpckerjakan tenaga kcrja dapat merekrut 

sendiri setelah rnendapat rekomendasi dari SKPO yang membidangi 
ketenagakerjaan dan/ atau mclalui pelaksana pencmpatan tenaga kerja. 

(2) Pclaksana penempatan tenaga kcrja sebagaimana diroaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan oleh: 
a. SKPO yang wgas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan; 
b. LPTKS; dan/atau 
c. BKK. 

Bagian Kedua 
Pclaksana Pcnempatan Tenaga Kerja 

(3) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang kebutuhan 
tenaga kerja dan pcrsediaan tenaga kcrja serta keterangan lain yang 
berkaitan dengan pasar kerja. 

(4) Publikasi tentang informasi bursa tenaga kerja dan pameran kesempatan 
kerja dapat dilakukan olch pemerintah daerah dan swasta yang berbadan 
hukum. 

(5) Jnfonnasi bursa tenaga kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah 
daerah dan swasta sebagaimana dimalcsud pada ayat (4) harus 
mendapatkan izin dari SKPO yang terkait dengan ketenagakcrjaan. 

(6) Untuk dapat mclaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja, 
penyelenggara wajib mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau pejabat 
yang dirunjuk dengan persyaratan sebagai bcrikut 
a. penyelenggara kegiatan berbadan b.ukum; · 
b. peserta kegiatan adalah perusahaan pemberi kerja; 
c. melampirkan data jumlah dan syarat lowongan pekerjaan serta 

rencana penempatan dari pemberi kerja; dan 
d. tidak memungut biaya kepada pencari kerja dengan CSJ'a apapun. 

(7) Ketentuan lebih Janjut mengenai i2in penyelenggaraan publikasi infonnasi 
bursa tenaga kerja yang diselengarakan olch pemerintah daerah dan 
swasta diatur dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 23 
{I) Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan 

informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis kepada SKPD yang 
tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan. 

(2) lnformasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
paling sedikit memuat 
a. jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan; 
b. jenis pekerjaan; 
c. jabatan; 
d. syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, 

pendidikan, keterampilan/keahlian, dan pengalaman kerja; 
e. batas waktu lowongan pekerjaan; 
r. jadwal proses penerimaan yang mencakup sosialisasi, seleksi, 

administrasi, bakat, dan minat, kemampuan, kesehatan, dan 
penandatangan perjanjian kerja; 

g. gaji yang akan diterima; dan/atau 
h. syarat lain yang dipcrlukan. 

(3) Lowongan pekerjaan mengutamakan masyarakat setempat sesuai dengan 
kompetensi dan kebutuhan pemberi kerja 

Pasal 22 
( I) Pelayanan penempatan tcnaga kerja pada SKPD yang tugas dan 

tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dilakukan olch pengancar 
kerja. 

(2) Petugas pelayanan penempatan pada LPl'KS dan BJ<K, wajib memiliki 
kemampuan teknis di bidang penempatan tenaga kerja yang dibuktikan 
dengan pemandu bursa kerja. 

Bagian Ketiga 
Lowongan Pekerjaan 

Pasal 21 
(I) Setiap pimpinan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi 

dan lembaga pelatihan kerja dapat mendirikan BKK. 
(2) Pcnempatan tenaga kerja wajib diselenggarakan untuk alumni satuan 

pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan lcmbaga pelatiban kerja. 
(3) Untuk mendirikan BKK, pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

wajib menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Bupati atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(4) BKJ< wajib mcnyampaikan laporan kcgiatan setiap bulan kepada SKPD 
yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan. 

(5) Surat permobonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri 
dengan: 
a. struktur organisasi dan nama pengelola BKK; 
b. keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan 

kegjatan antar kerja; 
c. rencana penyaluran tenaga kerja selama I [satu! tahun; 
d. izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggj swasta serta lembaga pelatihan kerja dari instansi 
yang berwenang; dan 

e, fotokopi sertifikat pemandu bursa kerja. 

(5) Besamya biaya penempatan tenaga kerja yang dipungut c1ari tenaga kerja 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan LPTKS dan 
besamya tidak melebihi 1 (satu) bulan upah yang diterima. 



Pasal 26 
(I) Setiap Pemberi Kerja untuk melaksanakan perekrutan peneari kerja wajib 

menyampaikan lowongan pekerjaan kepada SKPD yang rugas dan 
tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan sebelum diumumkan 
secara formal 

(2) lnformasi yang disampaikan paling sedikit mengcnai: 
a. jumlah tcnaga kerja yang dibutuhkan; 
b. kelompokjabatan yang dibutuhkan; 
c. klasi!ikasi pendidikan; 
d, umur; 
e, batas akhir penerimaan berkas; dan 
f. batas akhir informasi. 

(3) Informasi lowongan pekerjaan diawali dari Oesa/Kclurahan dengan 
jangka waktu pengumuman paling lama 7 (tujuh) hari scjak diumumkan 
dan selanjutnya disampaikan kc SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya 
di bidang ketenagakerjaan. 

(4\ Jika kebutuban tenaga kerja tidak terpenubi mal<a pemberi kcrja dapat 
mengajukan permohonan rekomendasi Antar Kerja Lokal dengan 
melampirkan paling sedikit: 
a. surat pcrmohonan; 
b. bukti pengumuman lowongan pekerjaan; 
c. rekomendasi dari desa/kclurahan; 
d. rekomendasi dari kecamatan; dan 
e. peninjauan lapangan. 

(5) Jika kebutuhan tenaga kerja tidak terpenuhi di tingkat Antar Kerja Lokal 
maka pemberi kerja dapat mengajukan permohonan rekomendasi Antar 
Kerja Antar Daerah dengan melampirkan paling sedikit; 
a. surat pcrmohonan; 

Paragraf I 
Tata Cara Pelayanan Antar Kerja Lokal dan 

Antar Kerja Antar Daerab 

Pasal 25 
( I) Pemberi kctja wajib mcmbcrikan kcscmpatan dan pcrlakuan yang sama 

untuk memperkerjakan penyandang cacat (disabilitas) di perusahaan 
sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, serta 
kemampuannya. 

(2) Memperkerjakan penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
yaitu paling sedikit I (satu) orang tenaga kerja penyandang cacat untuk 
setiap 100 (seratus) orang yang dipekerjakan. 

Pasal 24 
(1) Pencari kerja wajib memiliki AK-I atau antar kerja. 
(2) Pemberi kerja wajib mensyaratkan kepada peneari kerja untuk memiliki 

AK-I. 
(3) Untuk memperoleb AK-I tidak dipungut biaya. 
(4) Pemberi kerja wajib melapo.rkanjnmlah peneari kerja yang telah diterima, 

(4) Masyarakat setempat sebagllimana dimaksud pada ayat (3) yaitu 
masyarakat yang pemah bermukim paling singkat 2 (dua) tahun 
dibuktikan dengan surat keterangan desa/kelurahan/kecamatan. 

(5) Pengusaha dapat merekrut peneari kerja dari daerah lain baik dari dalatn 
maupun luar Provinsi apabila lowongan pekerjaan yang ditawarkan tidak 
dapat diisi oleb pencari kerja lokal karena belum memenubi persyaratan 
yang ditentukan. 



Pasal 30 
(I) Setiap perusahaan multi intemasional dan/atau perusahaan yang 

menempalkan/ memperkerjakan TKI ke luar negeri wajib menyampaikan 
laporan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat 
mengenai: 
a. jumlah tenaga kerja; 
b. oama dan jabatan; 
c. negara tujuan dan lokasi kerja; 
d, masa kerja; 
e. alamat di Indonesia; 
f. pcndidil<an; dan 

Pasal 29 
( 11 SKPD yang tu gas dan tanggungjawabnya di biclang ketenagakerjaan 

melakukan seleksi lcga.litas perusahaan PPTKIS. 
(2) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapat memfasilitasi rencana 
rekruunen TKI yang akao bekerja diluar negeri yang dilakukan bersama 
sama antara pemerintah daerah dan PPTKIS. 

(3) PPTKIS dapat melaksanakan rekrutmen sendiri dengan rekomendasi 
SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan. 

( l) SKPO yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan 
dapat 
a. melaksana.kan cvaluasi kelayakan calon Tl<J; 
b. memberikan rekomendasi bagi calon tenaga kerja unruk pembuatan 

paspor; 
c. mengesahkan perjanjian penempatan antara calon TKl dengan 

PPTKIS; 
d. melaksanakan pelayanan, pembinaan clan pengawasan kepada calon 

TKI; dan 
e. mclaksaoakan sosialisaai secara berkcsinambungan. 

Pa.ragraf2 
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri 

Pasal 28 
(I) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari daerah luar Provinsi, 

dilalrukan melalui mekanisme Amar Kerja Antar Daerah. 
(2) Setiap pengusaba yang akan mendatangkao tenaga kerja Antar Kerja 

Antar Oaerah wajib memiliki SUrat Rekomendasi Penyerahan Antar Kerja 
Antar Oaerah dari Bupati atau Pejabat yang dtunjuk. 

Pasal 27 
( I) Apabila kebutuhan teoaga kerja telah terpenuhi dari kabupaten/kota 

dan/atau provinsi lain, pibak pemberi kerja wajib menyampaikan laporan 
ke SKPD yang rugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan. 

(2) Berdasarkan laporan dari pihak pemberi kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (IJ, SKPD yang tugas dan tanggw,gjawabnya di bidang 
ketenagakerjaan melaksanakan peninjauan Iapangan. 

b. bukti surat pengumuman lowongan dari provinsi; clan 
c. rekomendasi Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pernberian rekomendasi Bupati 
atau pcjabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 
diatur dengan Peraturan Bupati.. 



Pasal 34 
( 1) SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan 

melakukan penyuluhan bimbingan jabatan sesuai kebutuhan pasar kerja 
yang meliputi penyampaian informasi suatu jabatan/pekerjaan/dunia 
kerja secara obyektif, dinamis dan faktual kepada pencari kerja agar 
mampu mempersiapkan diri untuk menentukan pilihan pekerjaan yang 
tepat sesuai bakat, minat dan kepribadian yang dimilikinya. 

(2) SKPD yang rugas dan tanggungjawabnya di bidang kctenagakerjaan 
dapat memberikan bim'bingan jabatan, melaksanakan konseling kepada 
pencari kerja, dan melaksaoakan analisis jabatan. 

(3) Sasaran penyuluhan bimbingan jabatan meliputi: 
a. siswa sekolah; 
b. siswa latihan; 
c. mahasiswa; 
d. peneari kerja; 
e. pekerja/karyawan; 
f. karyawan yang akan puma tugas; 
g. masyarakat; 
h. pondok pesantren; dan 
i. organisasi kemasyarakatan. 

(4) Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan jabatan SKPD yang tugas dan 
tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dapat dibantu antara lain: 
a. a.kademisi; 
b. pemerhati bimbingan jabatan; 
c. pemerintah provinsi; dan 

Paragraf 4 
Penyuluhan Bimbingan Jabatan 

Pasal 33 
( 1) SKPD yang tu gas dan tanggungjawabnya di bi dang ketena.gakerjaan 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada TKA. 
(2) TKA mclaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Paragraf3 
Perpanjangan lMTA 

Pasal 32 
( l) Untuk perpanjangan !MTA dan Retribusi perpanjangan !MTA kewenangan 

diberikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
(2) Perpanjangan IMTA diberikan kepada TKA yang telah memiliki !MTA dari 

Menteri yang ber1anggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat 
yang ditunjuk. 

(3) Retribusi perpsnjangan rMTA diatur dalam peraturan daerah tersendiri. 

Pasal 31 
(1) BKK dan pemberi kerja wajib menyampaikan laporan mengenai data 

penempatan tenaga kerja kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. pencari kerja yang terdaftar; 
b. lowongan kerja yang terdaftar; 
c. pencari kerja yang telab ditempatkan; dan 
d. penghapusan pendaftaran pencari kerja dan lowongan kerja. 

g. umur dan jenis kelamin. 



Obyek penerapan Tl'G yaitu: 
a. masyarakat pengangguran, setengab pengangguran, purus sekolah, dan 

keluarga miskin, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, setengab 
pengangguran yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan tetapi temperer; 

b. masyarekat yang memiliki usabanya mcmbun1hkan Tl'G; dan 
c. kawasan perdesaan dan perkotaan yang dalam pengembangan wilayabnya 

memerlukan Tl'O. 

Pll.saJ 38 

Pasal 37 
Pemerintah Daerah memfasilitasi penerapan Tl'G dalam pengembangan dan 
perluasan lapangan kerja dan lapangan usaha termasuk di daerah 
transmigrasi, antara lain: 
a. pelaksanaan program penerapan dan pengcmbangan TI'O; 
b. memfasilita,s penguatan kelembagaan pelayanan teknologi dalam 

penerapan dan pengembangan Tl'G; 
c. kerjasama dengan lembaga lain dalam pencrapan dan pengembangan 

TIG;dan 
d. pernantauan dan evaluasi pelaksanaan program penerapan dan 

pengembangan Tl'G. 

Paragraf6 
Pelaksanaao TrG 

Pasal 36 
(1) Perluasan kesempatan kerja di luar bubungan kerja dilakukan melalui 

penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan 
mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan 
TIG. 

(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan pola pcmbentukan dan pembinaan tenaga 
kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan Tl'G, dan 
pendayagunaan tenaga kerja sukarcla atau pola lain yang dapat 
mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

PasaJ 35 
(11 SKPD yang rugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakcrjaan 

bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di 
dalam rnaupun di luar bubungan kerja. 

(2) Pemerintah Daerah dan masyara.kat bersama-sama mengupayakan 
perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan 
kerja. 

(3) Semua kebijakan pcmerintab daerah di setiap sektor diarahkan untuk 
mewujudkan perluasan kesempatan kcrja baik di dalam maupun di luar 
hubungan kerja. 

Paragraf 5 
Perh ,asan Kesempatan Kerja 

d. kementerian. 
(5) Dalam melaksanakan konseling pada pencari kerja SKPD yang tugas dan 

tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan dapat dibantu oleh Psikolog 
atau Motivator. 



Pasal 42 
( 1) Perencanaan Padat Ka,ya disusun berdasarkan: 

a. aspek tenaga kerja; 
b. aspek teknis;dan 
c. aspek sosial ekonomi, 

(2) Sasaran kegjatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana 
dao prasarana sosial ekonomi di daerah padat penganggur, terisolir, 
kantong miskin atau rawan bencana a1am dan Pcmutusan Hubungan 
Kerja. 

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) dila.k.sanakan 
dengan meogguoakan tenaga kerja sebanyak - banyaknya. 

(4) Komponen pembiayaan untuk perangsang kerja harus lebih besar dari 
biaya bahan dan peralatan dengan perbandingan 70:3 atau paling 60:40. 
Untuk jenis kegiatan tertentu yang banyak membutuhkan bahan dapat 
mengguna.kan perbandingan 50:SO. 

(5) Bagi masyarakat yang labao atau tanamannya terkeoa kegiatan padat 
karya tidak ada tuntutan ganti rugi serta labao terbebas dari seogketa. 

Pasal 41 
(1) Padat karya produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) 

dimanfaatkan dalam mengolah sumber daya aJam yang ada di daerah 
tersebut menjadi saatu kegiatan yang produktif. 

(2) Jenis kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
usaha pertanian, perikanan, peternakan dan Pengolahan sumber daya 
alam dengan tidak rnenggunakan teknologi tinggi. 

Pasal 39 
( 1) Pad at karya terdiri dari padat karya infrastruktur dan padat karya 

produktif. 
(2) Padat karya infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kegjatan pembuatan atau rehabilitasi sarana/ prasarana 
ekonomi dl daerah setempat, dengan memperkerjakan tenaga kerja 
pengganggur dan setengah pengganggur yang relatif banyak. 

(3) Padat karya produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
suaru kegiatan yang dapat memberikan ni1ai tambah ekonomi bagi 
masyarakat khususnya tcnaga kerja penganggur dan setengah 
pcnganggur dalam jangka wakru tertcntu, berkembang dan 
berkelanjutan. 

Pasal 40 
Beotuk padat karya infrastruktur scbagaimana dimaksud dalam Pasal 39 
ayat (2) yairu. 
a. pcmbuatan/ rehabilitasi saluran atau irigasi tersier, untuk meningkatkan 

produksi pertanian masyarakat, mencegah bahaya banjir dan perbaikan 
sanitasi lingkungan; 

b. pembuatan/ rehabilitasi jalan desa untuk membuka daerah terisolir dan 
memperlanjar arus lalulintas pcrekonomian masyarakat yang berdampak 
tumbuhnya usaha baru; 

c. pembuatan dcrmaga sederhana bagi masyarakat nelayan; 
d. Pembuatan kios atau pasar tradisional untuk membantu pemasaran hasil 

produksi masyarakat setempat; dan 
e. pembuatan terasering untuk penghijauao, petemakan dan mencegah 

tanah longsor dengan tanaman yang produktif. 

Paragraf7 
PadatKa,ya 



Pasal 45 
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja paling sedilrit 10 (scpuluh) 

orang wajib membuat peratu.ran perusahaan yang mulai berlaku setelah 
disahkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Bagi perusahaan yang merupakan cabang atau bagian dari perusahaan 
yang berada di luar daerah wajib menyampaikan pcraturan 
perusahaannya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

Paragraf I 
Peraturan Perusahaan 

Bagian Kesatu 
Hubungan kerja 

BAB VJJ 
PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 
DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA 

Pasal 44 
( l) Tenaga kerja mandiri merupakan angkatan kerja yang mempunyai jiwa 

dan semangat kewirausahaan, sikap perilaku dan kemampuan dalam 
berusaha atau kegiatan yang bersifat ekonomis yang mengarah pada 
upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara teknologi dan produ.k 
baru. 

(2) Tenaga kerja mandiri membekali tenaga kcrja dcngan keterampilan teknis 
dan manajerial untuk menjadi pengusaha pemula yang mampu 
menciptakan dan mcmperluas bagi diri sendiri atau orang lain. 

(3) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pembinaao tenaga kerja 
mandiri. 

Paragraf9 
Tenaga Kerja Mandiri 

PasaJ 43 
(1) Penugasan tenaga kerja sukarela yaitu menugaskan tenaga kerja terdidik 

at.au sarjana yang mempunyai jiwa sukarel.a untuk mengabdikan diri 
dalam pemba.ngunao pedesaan. 

(2) Tenaga sukarela merupakan pelopor pembaharuan dan pembangunan 
scbagai motivator, katasilator dan dinamikator dalam upaya 
mempercepat proses pembaoguna di pedesaaan atau daerah tertinggal di 
desa yang berada di daerah. 

(3) Pendayagunaan tenaga kerja sukarela merupakan salah satu upaya 
menanggulangi peoggangguran terdidik secara temperer yang nantinya 
dapat menciptakan kesempatan kerja atau berusaha bagi dirinya sendiri 
dan orang lain. 

(4) Penempatan tenaga kerja sukarela menjadi tanggung jawab pernerintah 
Dae rah. 

Paragraf8 
Penugasan Tenaga Kerja Sukarela 

(6) Dalam perencanaan, pelaksanaan clan pengawasan dapat bekerja sama 
dengan instansi teknis terkait sesuai jcnis kcgiatan. 

f7) Kegjatan pelaksanaan 6sik tidak boleh diborcngkan, harus scpenuhnya 
oleh tenaga kerja setempat dan diutamakan pencari nalkah utama dalam 
keluarga. 



Pasal 46 
(1) Perjanjian kerja bersama yang disusuo oleh Perusahaan ditandata.ngani 

oleh pengusaha dan serikat pekerja. 
(2) Pengusaha wajib mendaftarkan perjanjian kerja bersama kepada Bupati 

atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
perjanjian kerja bersama ditandatangani oleb pengusaha dan scrikat 
pckcrja. 

(3) Pcnda!taran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengk.api dengan: 
a. surat permohonan, paling sedikit memuat 

1. narna dan alamat perusahaan; 
2. nama pimpinan perusabaan; 
3. status permodalan perusahaan; 
4. jenis a tau bidang usaha; 
5. jumlab pekerja; 
6. status hubungan kerja; 
7. upah tcrtinggi dan terendah; 
8. nama dan alamat serikat pekerja; 
9. nomor pencatatan serikat pekcrja; 
10. masa berlakunya perjanjian kerja bersama; dan/atau 
l 1. pendafta.ran perjanjian kerja bersama untuk yang kc berapa, 

b. Naskab perjanjian kerja bersama yang tclah ditandatanga.ni oleh 
pengusaha dan serikat pekerja dihuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 
bermaterai cukup. 

(4) Perusahaan yang hanya beroperasi di daerah, wajib mcndaftarkan 
pcrjanjian kerja bersama kepada Bupati atau Pcjabat yang dituojuk. 

(5) Perjanjian kcrja bersama berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapai 
dipcrpanjang masa berlakunya paling lama I (satu) tahuo atas 
kesepakatan pengusaha dengan serikat pckerja yang dibuat secara 
tertulis. 

(6) Pemberitahuan pcrpanjangan masa berlaku perjanjian kerja bersama 
disampaikan paling lama l (satu) bulan sebelum berakhimya perjanjian 
kerja bersama. 

(7) Perjanjian kerja bersama yang tclab did.aftarkan wajib disosialisasikan 
kepada pekerja di perusahaan. 

Paragraf2 
Pcrjanjian Kerja Bersama 

(3) Permohonan Pengcsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: 
a. SUrat permohonan, paling sedikit memuat 

l. nama dan alamat perusahaan; 
2. nama pinjaman perusahaan; 
3. status perusahaan; 
4. jenis atau bidang usaha; 
5. jumlah pekerja; 
6. status hubungan kerja; 
7. upah tertinggi dan tercndab; 
8. nama dan alamat serikat pekerja apahila telah terbeotuk; 
9. nomor pencata.tan serikat pekerja; 
10. masa berlakunya peraturan perusahaan; dan 
11. pengesaban peraturan perusabaan uotuk yang kc berapa. 

b. Naskab peraturan perusahaan yang telah ditandatangani oleh 
pengusaha dan wakil pekerja dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 

(4) Peraturan perusahaan yang telab disahkan wajib disosialisasikan kepada 
pekerja di perusahaan yang bersangkutan. 



Pasal 49 
(1) Perusahaan dapat menyerahkan pelaksanaan scbagian pekerjaan kepada 

perusahaan penyedia jasa pekerja. 
(2) Syarat pekerjaan yang dapat diserahk.an pelaksanaannya ke perusahaan 

penyediajasa pekerja sebagairoana dimaksud pada ayat (1), yaitu: 
a. dilaksanakan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari 

pemberi pekerjaan; 
b. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan 
c. tidak menghsrobat proses produksi secara langsung. 

{3) Perusahaan yang akan menyerahkan sebagjan pekerjaan kcpada 
perusahaan penyedia jasa pekerja wajib melaporkan jcnis pekerjaan 

Paragraf2 
Perjanjian Penyerahan Pekerjaan 

Pasal 48 
( 1) Perusahaan penyedia jasa pekerja yang berdomisili di Daerah wajib 

memiliki izin operasional dari 8upati atau pejabat yang ditunjuk. 
(2) Syarat untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1), dengan melampirkan: 
a. fotokopi izin operasional; 
b. fotokopi pengesahan sebagai badan hukum berbentuk perseroan 

terbatas; 
c. rotokopi anggaran dasar yang di dalamnya memuat usaha penyedia 

jasa pekerja; 
d. fotokopi Surat lzin Usaha Perdagangan; dan 
e, Iotokopi wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku. 

(3) Perusahaan penyedia jasa pekerja wajib mendaftarkan perjanjian 
penyediaan jasa pekerja. 

Paragraf 1 
Peri%inan 

Bagjan Kedua 
Penyedia Jasa Tenaga Kerja 

Pasal 47 
{l) Pengusaha yang mengadakan hubungan kerja untuk waktu tertentu 

wajib mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada 8upati atau 
pejabat yang ditunjuk. 

(2) Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) dilengkapi dengan: 
a. Surat pennohonan, paling sedikit memuat 

1. nama dan alamat perusahaan; 
2. nama pimpinan perusahaan; 
3. jenis bidang usaha; dan 
4. jumlah tenaga kerja. 

b. Naskab Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dibuat dalam rangkap 3 
(tiga) dengan meterai cukup. 

(3) Naskah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah dicatat diberik:an 
kepada pengusaha, pekerja dan SKPD yang rugas dan tanggungjawabnya 
di bidang ketenagak.erjaan. 

Paragraf 3 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 



Pasal 51 

Paragraf I 
Fasilitas Kesejahteraan 

Bagian Ketiga 
Fasilitas Kesejabteraan dan Kesempatan lbadab 

Pasal 50 
(I) Tenaga kerja dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh 

digunakan oleh pemberi kerja untuk mclaksanakan kcgiatan pokok atau 
kegiatan yang berbubungan Jangsung dengan proses produksi, kecuali 
untuk kegiatan jasa penunjang yang tidak berbubungan langsuog dengan 
proses produksi. 

('2) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. kegiatan tradisional dilakukan di dalam perusahaan; 
b. kegiatan yang bersifat kritis terbadap kinerja bisnis; 
c. kegiatan yang meociprakao keunggulan kompetitif baik sekarang 

maupun di waktu yang akan datang; dan 
d. kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, 

inovasi, atau peremajaan kembali. 

Paragraf3 
Jenis Kegiatan Tenaga Kerja 

dari Perusabaao Penyedia Tenaga Kerja 

pokok dan pekerjaan penunjang yang ada di pcrusahaan kepada Bupati 
atau pejabat yang dirunjuk. 

(4) Perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan 
penyedia jasa pekerja wajib mendaftarka.n perjanjian penyerahan 
pekerjaan kepada Bupati atau pejabat yang dirunjuk. 

\5) Perusahaan yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan 
penyedia jasa pekerja wajib melaporkan keadaan tenaga kerja yang 
digunakan dengan mclampiri: 
a. fotokopi wajib Japor ketenagakerjaan pcrusahaan penyedia jasa 

pekerja yang masih berlaku; 
b. fotokopi bukti kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja; dan 
c. Cotokopi izin operasional perusabaan penyediajasa pekerja. 

(6) Pendaftaran perjanjian penyeraban scbagian pekerjaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan: 
a. surat permohonan, paling sedikit memuat: 

I. nama dan ala mat perusahaan pemberi kerja; 
'2. nama pimpinan perusabaan pemberi kerja; 
3. jenis bidang usaba perusabaan pemberi kerja; 
4. jumlah tenaga kerja; 
5. status bubungan kerja; 
6. upah tertinggi dan terendah; 
7. jenis pekerjaan yang diserahkan; 
8. oama dan alamat perusahaan penyedia jasa pekerja; 
9. nama pimpinan perusabaan penyedia jasa pekerja; 
10. jumlah tenaga kerja pelaksana pekerjaan; dan 
11. jangka waktu perjanjian. 

b. naskab perjanjian penyeraban pekerjaan, dibuat dalam rangkap 3 
(tiga) dengan materai cukup; dan 

c. fotokopi surat izin operasional perusahaan jasa pekerja. 



Pasal 54 
( 1) Pengusaha wajib mcnerapkan sistem manajemen kcsc!amatan dan 

kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 
(2) Pcrusahaan wajib memiliki satu orang tenaga ahli keselamatan dan 

kesehatan kerja yang bersertilikat paling rendah K3 umum. 

Passi 53 
(1) Setiap pekerja berhak mendapat pcrlindungan atas keselamatan kerja, 

kesehatan kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia 
dan moral agama, 

(2) Setiap perusahaan wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja, 
antara lain: 
a. norma kerja; 
b. norma keselamatan dan kesebatan kerja; 
c. norma kerja anak dan perempuan; 
d. normajaminan sosial tenaga kerja; 
e. melakukan general chec./c up bagi sctiap pekerja paling sedikit I (satu} 

tahun sekali; 
f. menyediakan bantuan anemia gizi khususnya kepada pekerja 

perempuan;dan 
g. menyediakan fasilitas antar jemput khususnya bagi pekerja yang 

bekerja pada malam bari. 
(3) Bentuk perlindungan scbagaimana dimaksud pada ayat {l) dan ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VITI 
PERLINDUNOAN TENAGA KERJA 

Bagia.n Kesatu 
Pekerja 

Pasal 52 
(1) Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada 

pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 
(2) Kesempatan sccukupnya sebagaimana dimaksud pada ayat (!) yaitu 

menyediakan tempat dan waktu unruk me!aksanakan ibadahnya secara 
baik, sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan. 

Paragraf2 
Kesempatan Beribadah 

(1) Untuk meningjcatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya, 
pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 

(2) Fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat II) antara lain: 
a. tempat olahraga; 
b.koperasi karyawan; 
c.kantin; 
d.tempat penitipan anak; 
e.tempat menyusui; dan/atau 
d.tempat ibadah. 

(3) Fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan 
dengan kemampuan perusabaan. 

(4) Pemerintab, pengusaha, dan pekerja atau serikat pekcrja bersama-sama 
berupaya mewujudkan dan menumbuhkembangjcan fasilitas 
kesejahteraan di perusahaan. 



Pasal 57 
(1) Untuk mewujudkan penghasilao yang layak sebagaimana dimaksud 

daJam Pasal 56 dilaksanakan dengan perlindungan terhadap 
peogupahan. 

(2) Perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi: 
a. upah minimum kabupaten; 
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. upah tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas negara; 
e, denda dan potongan upah; 
r. bentuk dan tata cara pembayarao upah; 
g. haJ yang diperhitungkan dalam upah; 
h. upah sclama mengalami musibah sakit; 
i . upah sementara tidal< mampu bekerja karena keoelakaan kerja; 
j . upah untuk kompensasi pembayarao pesangon dan lainnya; dan 
k. upah untuk perbitungao pajak penghasilan. 

(31 Pengusaba v.ajib mcnyusun &truktur dan skala upah dalam penetapao 
pekerja di perusahaan dengan memperhatikan status, golongan, jabatan, 
rnasa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 

(4J Pengusaha wajib melakukan peninjauan upah secara berkaJa dengan 
memperhatikan kemampuan perusabaao dan produktifitas pekerja. 

(S) Bagi pengusaba yang tidak mampu membayar upah minimum kabupaten 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat mengajukan 
penangguhan kepada Bupati dengan disertai laporan akuntan publik. 

Pasal 58 
(1) Pengusaha wajib membuat, memiliki dan/atau memelihara slip gaji. 
(2) Slip gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit memuat: 

a. nomor urut; 
b. nama pekcrja; 
c. jenis kelamin; 
d. jabatan; 
e. upah pokok; 
r. tunjangan; 
g. jumlah jam lembur; 
h. upah lembur; 
i. potongan; 
j. jumlah pendapatan; dan/ atau 

Bagian Kedua 
Pengupahan 

Pasal 56 
Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 55 
(1) Pengusaba dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 

pekerja perempuan dengan alasan menikah, hamil, melahirkan, gugur 
kandungan dan/atau menyusui bayinya. 

(2) Pekerja perempuan yang sudah selesai menjalankan cuti 
hamil/melahirkan, pengusaba ... -ajib mernpekerjakan kembali pada 
jabatan semula atau yang setara tanpa mengurangi haknya. 

secara cuma-cuma. 
(3) Perusabaan wajib menyediakan alat kesclamatan kerja yang dibutuhkan 



Pasal 60 
(1) Setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pekerja dan keluarganya 

pada program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dcngan ketcntuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1 J terdiri 
atas: 
a. jaminan berupa uang yang meliputi: 

I. kecelakaan kerja; 
2. kematian; dan 
3.hari tua, 

b. jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan. 
(3) Pengusaha yang tclah menyclenggarakan scndiri program jaminan 

pemeliharan kesehatao bagi tenaga kerjanya dengan manfaat yang lebih 
baik dari paket jamioan pemeliharaan kesehatan dasar yang 
dise!enggarakan o!eh badan penye!enggara, tidak wajib ikut dalam 
program jaminan pemeliharaan yang diselenggarakan oleb badan 
penyelenggara. 

Bagian Keempat 
Jaminan Sosial 

Baglan Ketiga 
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 

Pasal 59 
(I) Setiap pengusaha wajib memberikan tunjangan bari raya keagamaan 

paling lambat 7 (tujuh) bari sebetum hari raya keagamaan bagj pekerja 
yang telah mempunyai masa kerja paling singkat 3 (tiga) bulan terus 
mcnerus. 

(2) Besaroya pemberian tunjangan hari raya keagamaan ditetapkan sebagai 
berikut 
a. bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 (dua betas) bulan terus 

menerus dibenl<an minimal 1 (satu) bulan penuh; dan 
b. bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih tapi 

kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan/dihitung secara 
proporeional. 

(3) Bagi pengusaha yang tidak mampu memberikan tunjangan hari raya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan pennohonan 
penyimpangan mengenai besamya jumlah tunjangan hari raya kepada 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(4) Pekerja yang putus bubungan kerjanya terbitung sejak waktu 30 (tiga 
pulub) hari sebelum hari raya sesuai dengan agama yang dianutnya, 
tetap berhak mendapatkan tunjangan hari raya. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi 
pekcrja dalam status perjanjian kerja waktu tenentu yang hubungan 
kerjanya berakhir sebelum hari raya keagamaan sesuai agama yang 
dianutnya. 

(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 2 
(dua) bulan sebelum hari raya keagamaan, dengan melampirkan antara 
lain: 
a. kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja; dan 
b. neraca rugi laba 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan laporan 

akuntan publik. 

k. tanda tangan. 



Pasal 64 

Bagian Ketiga 
Tim Perlindungan Tenaga Kerja 

Pasal63 
(I) Pengawasan ketcnagakerjaan dilakulcan dengan cara pemeriksaan. 
(2) Jenis pemcriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) antara lain: 

a. pemeriksaan pertama merupakan pemeriksaan yang dila.kukan pada 
perusahaan yang baru atau perusabaan yang belum pernab dilak:ukan 
pemeriksaan; 

b. pemeriksaan berkala merupakan pemeriksaan yang diJakukan secara 
periodik untuk mengetabui perubaban yang terjadi di perusahaan; 

c. pemeriksaan ulang merupakan pemeriksaan kembali oleb pengawas 
ketenagakerjaan atas perintab pejabat yang berwenang karena 
terdapat keraguan atas basil pemeriksaan terdahulu; dan 

d. pemeriksaan kbusus merupakan pemcriksaan yang dilalrukan pada 
suatu perusabaan karena adanya kasus ketenagakerjaan pada 
perusabaan tersebut, 

(3) Pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) membuat Iaporan pelaksanaan pemeriksaan. 

Bagian Kedua 
Jenis Pengawasan 

Pasal 62 
(I) SKPD yang rugas dan tanggung jawabnya di bidang ketena.gakerjaan 

berwenang melaksanakan pengawasan dan penyidikan ketenagakerjaan. 
(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan ketenagakerjaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (!), SKPD yang rugas dan tanggung 
jawabnya di bidang kete.nagakerjaan mengangkat Pejabat Fungsional 
Pengawas Kctcnagakerjaan. 

(3) Pcngawasan terhadap TKA dapat dila.kukan secara terpadu bersama 
dengan SKPD Jain sesuai dengan bidang yang ditanganinya. 

Bagian Kesatu 
Kewenangan 

BABX 
PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 

Pasal 61 
(11 Pengguna jasa pekerja n1mah tangga dapat membuat perjanjian 

kerjasama secara tertulis dengan pekerja rumah tangga. 
(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (I) paling sedikit 

mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. 
(3) Ketentuan lebih Janjut mcngcnai perjanjian kerjasama sebagaimana 

dimaksud pada ayat 11) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

BABIX 
PEKERJA RUMAH TANGGA 

(4) Penyelenggaran program jaminan pemelibaraan kesehatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat rekomendasi/ persetujuan dari 
Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 



Pasal 68 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (4), Pasal 12 ayat (1), ayat (3), clan ayat (6), Pasal 22 ayat (I) dan ayat 
(2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 (1), Pasal 49 ayat (2), ayat (3), ayat (4). ayat 
(5) clan ayat (6), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) clan ayat (3), Pasal 57 
ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (SJ, Pasal 58 ayat (I) dan ayat (2), 
Pasal 59 ayat (1), ayat {2), ayat {3, ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 60 
ayat (4) dikenai sanksi administrasi. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa: 
a. teguran; 
b. peringatan tertulis; 
c. pembatalan kegiatan usaha; 
d. pembekuan kegiatan usaha; 
e, pembatalan pcrscrujuan; 
f. pembatalan pendaftaran; 

BABXI 
SANKS! ADMINlSRASI 

Pasal 67 
(1) SKPD yang tugas dan tanggUDgjawaboya di bidaog ketenagakerjaan 

melakukan pembinaan terhadap pengawas ketcnagakerjaan. 
(2) Pembinaan terhadap pengawas ketenagake.rjaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Bagian Ketiga 
Pembinaao Pcngawas Ketenagakerjaao 

Pasal 66 
( 1) Pemerintah dacrah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang 

ketenagakerjaan. 
(2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti 

oleh Tim Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
64 ayat (3). 

Pasal 65 
(1) Tindak lanjut dari basil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 

ayat (1) harus clilakukan sesuai Standar Opcrasional Prosedur. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ diatur dengan Peraturan Bupati. 

(!) Laporan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 63 ayat (3) ditindaklanjuti 
oleh Tim Perlinduogan Tenaga Kerja. 

(2) Tim Perlindungan Tenaga Kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
ditetapkan dengao Keputusan Bupati. 

(3) Tim Pcrlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas unsur: 
a. SKPO yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketcnagakerjaan; 
b. SKPO yang tugas dan tanggungjawabnya di bidaog sosial; 
c. pengawas ketcnagakerjaan; 
d. kepolisian; 
e. satuan polisi pamong praja; clan 
f. perwakilan serikat pekerja, 

(4) Unsur Tim Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. 



Pasal 70 
(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat ((4) 
dan ayat (5), Pasal 48 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (2), Pasal 
54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 57 ayat (2), dan Pasal 60 
ayat (!) dan ayat (2}, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) 
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 {lima puluh juta rupiah). 

BABXIIJ 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 69 
(1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik lndonesia yang bertugas 

menyidik tindak pidana, peoyidikan atas tindak pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Daerab ini dapat dilakukan olch Penyidik 
Pegawai Ncgeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerab yang 
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-udangan. 

(2) Oalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana climaksud pada ayat (11, berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya 

tindak pidana; 
b. melakukan tindakan penama pada saat itu di t.empat kejadian dan 

melakukan pemcriksaan; 
c. menyurub berhenti seorang tersangka dan memcriksa tanda pengenal 

diri tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; 
e, mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
I, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sehagai tersangka 

atau saksi; 
g. mendatangkan orang abli yang diperlukan dalam hubungannya 

dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghcntian penyidikan setelah mcndapat petunjuk 

bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal 
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan 

,. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Dalam mclakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Ncgcri Sipil tidak 
berwenang melakukan penahanan. 

{4J Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) membcritahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada 
penuntut umum, scsuai ketenruan yang diatur dalam Hukum Acara 
Pidana. 

BAB XII 
PENYIDIKAN 

g. penghentian sementara sebagjan a tau scluruh alat produksi; dan/ atau 
b. pencabutan izin. 

(3) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
menghilangkan kewajiban pengusaha membayar bak dan/atau ganti 
kerugian kepada tenaga kerja/buruh. 

{4) Ketentuan lebih lanjut mengcnai tata cara pengcnaan sanksi administrasi 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasa! 72 
Peraturan Daerah ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas. 

Pasal 71 
Peraturan pelaksanaan dari Peraruran Daerah ini harus ditetapkan paling 
Jama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

BABXJV 
KEl'ENTUAN PEMUTUP 

(2) Sanksi terhadap pclanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 
mengbilangkan kewajiban pengusaba membayar halt dan/ atau ganti 
kerugian kepada tenaga kerja/buruh. 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan 
pelanggaran. 

(4\ Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disetorkan ke Kas Negara. 



Pasal 2 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah dalam 
menyelenggarakan ketenagakerjaan baruslab sejalan 
dengan prinsip transparansi terhadap hak masyarakat 
dalam memperoleb informasi yang benar dan akurat serta 
kemudahan masyarak:at dalam memberikan masukan 
kepada pemerintah daerah terkait dengan pembangunan 
ketenagakerjaan. 

Pasal 1 
Cukup jelas, 

n. PASAL DEMI PASAL 

I. UMUM 
Pembangunan ketcnagakerjaan merupakan bentuk nyata 

aplikasi pengamalan amanat UUO NRJ Tahun 1945 khususnya pada 
pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya 
manusia pada dasarnya diarahkan pada peningkatan harkat dan 
martabat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
sejahtera, adil, dan makmur baik secara material maupun spiritual. 

Wujud upaya pemerintah membangun kualitas sumber daya 
manusia di bidang tenaga kerja yaitu dibenruknya Undang·Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan 
perundang-undangan terkait di bidang ketenagakerjaan lainnya bail< 
yang dibentuk sebelum mapun sesudah Undang·Undang Nomor 13 
Tahun 2003. 

Jmplementasi pcraturan perundang-undangan terkait dengan 
ketenagakerjaan belum sepenuhnya dapat mcnyelesaikan persoalan 
ketenagakerjaan di daerah khususnya di Kabupaten Sambas, sehingga 
perlu suatu Iangkah kebijakan di tingkat daerah berupa peraturan 
daerah yang dapat memberikan solusi hukum atas permasalahan yang 
terjacli di daerah maupun mengisi kekosongan bukum terhadap aturan 
yang belum mengakomodasi konclisi kcdaerahan [muatan lokal) dalam 
menyelesaikan pennasalahan ketenagakerjaan, 

Pengaturan mengenai penyelenggaraan ketenagakerjaan ini 
dilakukan untuk mewujudkan pembangunan di bidang 
ketenagakerjaan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Oaerah, di mana Pemerintah Kabupaten Sambas 
berwenang mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan 
menurut asas otonomi dan rugas pembantuan dan diberikan otonomi 
yang seluas-luasnya untuk memperccpat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran 
serta masyarakaL 

TE:NTANG 
PENYEI.ENGGARAAN KETENAGAKERJAAN 

PENJEUSAN 
ATAS 

PE:RATURAN OAE:RAH KABUPATE:N SAMBAS 
NOMOR 2 TAHUN 2016 



Pasal 7 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat(3) 

CUkup jelas. 
Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan "Perencanaan Tenaga Kerja 
Dae rah· adalah proses penyusunan rencana 
ketenagakerjaan secara sistcmatis yang dijadikan dasar 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
CUkup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jclas. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah 
pembangunan kctenagakerjaan dilaksanakan dalam 
bentuk kcrjasama yang saling menduk:ung antar pelaku 
pembangunan ketenagakerjaan. Dalam menyelesaikan 
persoalan ketenagakerjaan hendaknya memperhatikan 
kcpentingan seluruh wilayah daerab serta tidak 
bertcntangan dcngan niJai dasar Pancasila 

Hurufc 
Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam 
meoyelcnggaraka.n pembangunan ketenagakcrjaan barus 
mencerminkan kcadilan yang proporsional bagi setiap 
warga negara tanpa terkccuali. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah setiap 
upaya pemcrintah daerab dalam rangka pembangunan 
kctcnagakerjaan disclcnggarakan dengan selaras, 
mcmiliki kesamaan visi dan strategi serta tcrkoordinasi 
antar satuan kerja perangkat daerah. 

Hurufe 
Yang dimaksud dengan "asas persamaan tanpa 
diskriminasi" adalah penyclenggaraan ketcnagakerjaan 
tidak boleh dilakukan dengan berdasarkan latar belakang 
diskriminatif, antara lain: agama, suku, ras, golongan, 
gender, atau status sosial. 

HuruJf 
Yang d.imaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah 
pengaturan tentang pcnyelenggaraan ketenagakerjaao 
memberikan jaminan kepastian hukum serta kejelasan 
hukum kcpada tenaga kerja, pengusaba serta pemerintah 
daerab dalam membangun kehannonisan hubungan 
ketenagakerjaan. 



Pasal 9 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "pelatihan kerja" adalah 
keseluruhan kcgiatan untuk memberi, memperoleh, 
meningkatkan serta meogembangkan kompeteosi kerja, 
produktivitas, disiplin, sikap dao etas kerja pada tingkat 
keterampilan dao keahlian tertentu sesuai dengan 
jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat (I) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
lnfonnasi ketenagakerjaan umum, meliputi: 
jurolah pcnduduk, tenaga kcrja (tennasuk tenaga 
kerja asing), angkatan kerja, penduduk yang 
bekerja, dan penganggur. 

Hurufb 
lnformasi pelatihan dan produktivitas tcnaga kerja, 
meliputi: standar kompetensi kcrja, lembaga 
pelatihan, asosiasi profesi, tenaga kepelatihan, 
lulusan pelatihan, kebutuhan pelatiban, sertifikasi 
tenaga kcrja, jerus pelatihan, dan tingkat 
produktivitas. 

Hurufc 
lnformasi penempatan tenaga kerja, meliputi: 
kesempatan kerja, pcncari kerja, lowongan kerja 
lembaga penempatan tenaga kcrja daJam dan luar 
negeri, serta penempatan teoaga kerja daJam dan 
luar negeri. 

Hurufd 
lnfonnasi pengembangan perluasan kesempatan 
kerja, meliputi: usaha mandiri, teoaga kerja 
mandiri, tenaga kerja sukarela, teknologi padat 
karya, dan tcknologi tepat guna. 

Hurufc 
informasi hubungan industrial dan perlindungan 
teoaga kcrja, meliputi: pcngupahan, perusahaan, 
koodisi dan lingkungan kcrja, serikat pekerja, 
asosiasi pengusaha, perselisihan hubungan 
industrial, pemogokan, peoutupan perusahaan, 
peroutusan bubungan kcrja, jaroioao sosial dan 
asuraosi tenaga kerja, kecelakaao kerja, 
keselamatan dan kesebatan kcrja, penindakan 
pelangga.rao, pengawasan ketenagakerjaan, dan 
fasilitas kesejabteraan. 

dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan 
pelaksaoaao program pembangunan keteoagakerjaan 
yang berkesinambungan di daerah. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 



Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (I) 

Yang dimaksud dengan "informasi pasar kerja" adalah 
informasi mengenai persediaan tenaga kerja dao 
kebutuhan tenaga kerja serta keterangan lain secara terus 
mcnerus terbuka, bebas, obycktif. dan adil 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas, 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat \7) 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Ayat (I) 

Cara meningkatkan kompctensi dilakukan dengan 
pelatihan kerja atau pclatihan kerja dengan sistem 
pcmagangan. Pengakuan kompetensi tersebut rujadikan 
pertimbangan dalam penempatan, promosi, dan kebijakan 
pengusaha lainnya sesuai dengan kompetensi tersebut. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup [etas. 

Ayat (2) 
CUkup jclas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 



Pasal 31 
CUkup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas, 

Pasal 29 
CUkup jelas. 

Pasal 28 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Antar Kerja Antar Daerah" adalah 
suaru mekanisme pelayanan antar provinsi kepada pencari 
kerja unruk memperolch pekerjaan serta pelayanan kepada 
pemberi kerja agar memperoleh tenaga kerja sesuai dengan 
kebutuhan. 

Ayat (2) 
CUkup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jclas. 

Pasal 26 
CUkup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Jurnlah tenaga kerja penyandang cacat disesuaikan dengan 
jumlah pekerja dan/atau kualifikasi perusahaen. 

Pasal 23 
Cukup jelas, 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "pengantar kcrja" adalah Pegawai 
Ncgcri Sipil yang memiliki keterampilan melaksanakan 
kegiatan antar kerja dan diangkat dalaln jabatan fungsional 
oleh Menteri atau Pejabat yang dillUljuk. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
CUkup jelas. 

Pasal 20 
CUkup jelas. 



Pasal 44 
Cukup jclas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Ayat (1) 

Hurufa 
Tenaga kerja meliputi penganggur, setengah 
penganggur dan masyarakat m.iskin. 

Hurufb 
Cukup jelas, 

Hurufc 
Cukupjelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Kegiatan yang produktif yang dimaksud adalah kegiatan 
yang mengbasilkan dan pada akhirnya ma.syarakat mampu 
mengolah sumber daya aJam tersebut menjadi sumber 
mata pencaharian yang berkesinambungan dan membuka 
lapangan kerja baru bagi masyarkat dengan 
mempe.rkerjakan masyarakat setempat yang pada akhimya 
dapat mengurangi penganggur maupun setengah 
penganggur. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal36 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas, 



Pasa157 
Ayat [I] 

Pasal 56 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup [etas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Yang diroaksud dengan Fasilitas Kcscjahteraan Pekerja 
adalah sarana pemenuhan kebutuban yang bersifat 
jasmaniah dan robaniah bail< langsung ataupun tida.k 
langsung yang dapat mempertinggj produktivitas kerja dan 
ketenangan berusaha scrta ketenangan kerja. 

Ayal (2) 
Cukup jelas. 

Ayat 13) 
Cukup jelas, 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Ayat (1) 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tida.k boleh bertentangan 
dengan Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kcrja Bersarna, 
dan peraturan perundang-undangan. 

Ayal 12) 
Cukup jclas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas, 



Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "jarninan sosiaJ tenaga kerja" 
adalah perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 
santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan 
yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 
atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan 
meninggaJ dunia. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayal (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayal (2) 

Hurufa 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "dibirung secara 
proporsional" adalah jumlah masa kerja dibagi 12 
(dua belas) dikalikan dengan upah yang diterima 
dalaro satu bulan. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan 
,;ebagai pedoman penetapan upah, scbingga terdapat 
kepastian upah tiap pekcrja serta untuk mengurangi 
kesenjangan antara upah terendab dan tertinggj di 
perusanaan yang bersangkutan. 

Ayat (4) 
CUkup jelas. 

Ayat (5) 
CUkup jelas, 
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Pasal 72 
Culrup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas, 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas, 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Ayat (1) 

Format laporan berisi tentang nama perusahaan, jenis 
perusahaan, tanggal pemeriksaan, rincian permasalahan, 
dan rencana tindak lanjut terhadap pennasalahan. 

Ayat \2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
CUJrup jetas. 

Pasal 62 
CUkup jelas. 


